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BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 

 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 

NOMOR  51 TAHUN 2019 

  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  NOMOR 51 TAHUN 2018 

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 
 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, beberapa ketentuan pada 

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah;  

  b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pengelolaan 

Keuangan Desa, beberapa ketentuan pada 

lampiran Peraturan Bupati Kuantan Singingi 

Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa perlu disesuaikan ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 

51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa. 

 

Mengingat : 
 

1. 
 

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 

(lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, 

SALINAN 
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tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5234); 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
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47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa    

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2091); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2094). 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

611); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2018 

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diubah hanya pada 

Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II       

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

  Ditetapkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal 26 September 2019 

 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

ttd 

       

H. M U R S I N I  

Diundangkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal  26  September 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, 

 

                ttd 

 

H. DIANTO MAMPANINI 

  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 N0M0R 51   

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

SURIYANTO, SH, MH 

Pembina 

NIP. 19730603 200701 1 007 

 

    


